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BAB 

1 

 

 

A. Pendahuluan 

Perjalanan hukum keluarga sudah ada sejak abad ke-19 

yang membahas tentang hak asasi manusia dan hukum keluarga 

dapat ditemukan dalam berbagai kitab fiqh. (Ahmad Tholabi 

Kharlie, 2020) Seorang ahli hukum Islam dari Mesir, Muhammad 

Qudri Pasha, menguraikan hukum keluarga dalam sebuah 

kajian, khususnya al-ahwal al-syakhsiyah dalam sebuah kitab yang 

berjudul al-ahkam al-Syariyyahfi al-ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum 

Syariah/agama tentang urusan keluarga). (Ahmad Zayyadi 

2020) Hukum keluarga ini meliputi hukum perkawinan, 

perceraian, wasiat, keahlian hukum (ahliyyah), pewarisan dan 

hibah. (Siska Lis Sulistiani 2018) Dengan adanya peraturan 

hukum keluarga ini para hakim menggunakannya sebagai acuan 

dalam menyelesaikan berbagai tuntutan hukum pribadi dan 

keluarga khusunya instansi peradilan di Indonesia. 

Penerapan hukum keluarga pada pemerintahan 

Utsmaniyah dimulai ketika al-ahwal al-syakhshiyyah dikodifikasi 

pada tahun 1917 dengan nama Qanun Huquq al-A'ilah al-Osmaniy 

(Hukum Keluarga Turki Utsmani). Hukum tersebut berlaku 

untuk semua wilayah Kekaisaran Ottoman, kecuali Mesir, yang 

memperoleh otonomi penuh pada tahun 1805 dan 

membebaskan diri dari kekuasaan Turki pada tahun 1873. (Panji 

Adam, 2020) Keunikan Qanun Huquq al-A'ilah al-Usmaniy adalah 

bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya tidak 
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HUKUM KELUARGA 
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A. Pendahuluan 

Keanekaragaman Indonesia sangat tinggi, dengan 

berbagai kelompok masyarakat yang terwakili dalam berbagai 

kelompok.Keanekaragaman itu juga mengakibatkan adanya 

pluralitas dalam bidang hukum perdata, dimana ada beberapa 

aturan dalam bidang hukum perdata yang mengatur kehidupan 

masyarakat dalam lapangan perdata, hal ini sebagai suatu 

realitas yang harus dihadapi secara realistik. Suasana pluralisme 

hukum perdata yang berlaku pada zaman penjajahan masih 

diwarisi oleh penduduk Indonesia hingga saat ini. Ditinjau dari 

segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum 

mengalami perubahanke arah yang bersifat unifikasi yang 

berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara 

nasional (Muhammad Noor, 2014). 

Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap 

berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem 

hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum 

perdata Islam. Ketiga sistem hukum perdata yang bercorak 

pluralistik tersebut, sampai sekarang ternyata masih tetap 

bertahan dan diterapkan secara formal oleh badan peradilan 

dalam putusan-putusan yang dihasilkan (Muhammad Noor, 

2014). 
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A. Pendahuluan 

Berbicara soal perkawinan dan dinamikanya, tentu tidak 

bisa dilepaskan terkait sumber utama hukum tersebut muncul, 

yaitu bagaimana kaidah suatu perkawinan bisa dilaksanakan, 

bagaimana teknisnya, akibat hukumnya, dan segala syarat 

perbuatan hukum tersebut bisa dikatakan legal. Manusia 

sebagai mahluk sosial  tidak dapat hidup dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya tanpa adanya peran orang lain, baik untuk 

memenuhi kebutuhan materi maupun inmateri 

(psikis/biologis). (Munawar, 2015, p. 1) Oleh sebab itupula 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan 

aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan. Di 

antara implementasi sifat sosial manusia adalah dengan 

menciptakan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam 

wadah perkawinan.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan dengan 

cukup gambling bahwa perkawinan ialah membentuk keluarga 

dengan lawan jenis; bersuami, atau beristeri; menikah. 

Perkawinan campuran adalah perkawinan diantara dua pihak 

yang berbeda agama, kebudayaan, golongan, atau suku bangsa. 

Perkawinan  di bawah tangan adalah kawin secara tidak resmi 

(biasanya tidak memiliki surat nikah).(Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2016, p. 639)  Sedangkan menurut kamus Hukum 

SYARAT SAH, LARANGAN 
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A. Pendahuluan 

Perjanjian dalam perkawinan atau yang lebih sering 

disingkat penyebutannya dengan perjanjian perkawinan adalah 

istilah yang berbeda dengan janji kawin. Sebagai sekilas 

gambaran sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini akan 

sedikit kami ulas perbedaan kedua istilah ini. Istilah janji kawin 

lebih merujuk pada perjanjian seseorang untuk mengawinii 

orang lain, atau mengawinkan seseorang dengan orang lain 

misalnya si Fulan berjanji pada Fulanah bahwa dia akan 

mengawininya satu tahun lagi. Sedangkan perjanjian 

perkawinan lebih merujuk pada apa yang sebut dengan 

prenuptial agreement (perjanjian pranikah) contoh kasusnya 

adalah si Fulanah ketika akan kawin dengan Fulan mengajukan 

beberapa persyaratan seperti mendapat izin untuk tetap berkarir 

di luar rumah setelah kawin kelak dan disetujui oleh Fulan. Dari 

dua contoh kasus di atas sudah dapat kita fahami bahwa janji 

kawin dan perjanjian perkawinan adalah dua hal yang berbeda. 

Ada satu lagi istilah lain yang perlu diketahui perbedaannya, 

yaitu wedding agreement. Meskipun pada awalanya praktek dari 

wedding agreement hampir mirip dengan perjanjian perkawinan 

namun isinya lebih kepada pernyataan si calon pengantin untuk 

bertanggung jawab atas pasangannya, namun setelah viralnya 

film dengan judul wedding agreement pengertian masyarakat 

tentang istilah ini beralih menjadi perjanjian yang dibuat saat 
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A. Pendahuluan 

Manusia adalah makhluk yang sempurna. Dikatakan 

sempurna karena manusia oleh Tuhan dengan dua kemampuan 

yaitu nafsu dan akal. Dengan nafsunya manusia mempunyai 

kebutuhan naluriah atau kebutuhan syahwat, dandengan 

akalnya manusia berpikir bagaimana kebutuhansyahwat dapat 

terpenuhi sesuai dengan norma atau aturan yang ada. 

Pemenuhan nafsu syahwatyang sesuai dengan aturan atau 

norma dilakukan dengan perkawinan yang dalam hukum islam 

disebut juga degan pernikahan atau akad. 

Perkawinan sebagai wujud sakral suami istri dalam 

kehidupan berkeluarga membentuk kehidupan yang sakinah, 

mawaddah wa rahmah. Lebih dari itu, mendirikan rumah atau 

hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap 

muslim dan setiap muslim. Kehidupan dan peradaban manusia 

tidak akan dapat berlanjut tanpa adanya kelanjutan perkawinan 

setiap generasi manusia. Karena  Rasulullah S.A.W. menasehati 

yang  mampu menikah untuk segera menikah.”Menikah adalah 
sunnahku, barang siapa membenci sunnahku, tidak termasuk 

umatku” (HR. Bukhari Muslim). 
Kita tahu bahwa hal ini sering terjadi di masyarakat kita 

karena banyak peluang pergaulan bebas antara remaja 

perempuan dan laki-laki yang mereka sukai, sehingga 

kehamilan terjadi pada remaja perempuan. Biasanya 
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A. Pendahuluan 

Rasulullah SAW, diutus oleh Allah SWT untuk menebar 

kasih sayang kepada seluruh alam, memberi contoh teladan dan 

keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia, 

melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita dan anak-

anak yatim. Dan Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk 

berumah tangga. Bukan hanya menyalurkan fitrah seksnya, 

melainkan juga membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, 

dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat di masa depan 

(Mustofa, 2013). 

Diantar syariat Islam yang berkaitan dengan rumah 

tangga adalah poligami. Arti mudahnya poligami adalah 

seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu dalam satu waktu.  

Tidak diragukan lagi bahwa setiap syariat pasti 

mempunyai hikmah dibalik penetapannya. Dalam sebuah 

tulisan berjudul “Poligami yang Didambakan Wanita” dijelaskan 

bahwa Islam menetapkan syariat poligami dengan kandungan 

hikmah yang sangat tinggi serta membawa maslahat bagi semua 

lapisan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. 

Kemaslahatan tersebut paling tidak meliputi tiga hal, yaitu 

mengatasi problem sosial, pribadi, dan kerusakan akhlak 

(Mubarak, 2003).  

Poligami telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi 

Muhammad SAW dan telah dilaksanakan di dunia Arab dan 
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A. Pendahuluan 

Semua Makhluk diciptakan Alloh SWT berpasang-

pasangan, termasuk manusia sebagai makhluk paling sempurna 

yang Alloh ciptakan dan sebagai kholifah di Bumi, manusia 

mempunyai tanggung jawab untuk mengatur perdamaian dan 

ketentraman kehidupan serta mematuhi aturan dan ketentuan 

yang telah Alloh SWT tetapkan dalam firmannya dan melalui 

Sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuan-Nya adalah tentang 

Pernikahan/perkawinan dan tanggung jawab yang muncul 

sebab  adanya ikatan pernikahan.  

Pernikahan merupakan ikatan sakral dan salah satu 

peristiwa yang sangat penting dalam fase kehidupan seseorang, 

Ikatan perkawinan mengakibatkan terbentuknya keluarga dan 

rumah tangga baru yakni suatu rumah tangga mandiri yang 

mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban di bidang 

sosial kemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-

undang bahwa rumah tangga adalah salah satu bagian dasar 

dalam susunan masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, 

seseorang yang sudah terikat tali perkawinan oleh masyarakat 

sekitarnya diperhitungkan sebagai warga yang berdiri sendiri, 

terpisah dari orang tuanya, walaupun mereka masih bertempat 

diam dalam satu bangunan rumah dengan orang tuanya (Dja’is, 
2009, 6). 

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI 

DAN ISTRI DALAM UNDANG-
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A. Pendahuluan 

Setiap seseorang laki-laki maupun permpuan, ketika 

masih belum menjalin hubungan ikatan perkawinan mereka 

memiliki hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban 

yang berkaitan dengan kebutuhan dalam kehidupannya 

sendiri. Kemudian setelah mereka mengikat diri dalam bingkai 

perkawinan, maka mulai saat itulah hak dan kewajiban mereka 

menjadi satu. Menjadi satu dalam artian bukan berarti hak dan 

kewajiban masing-masing pihak akan melebur menjadi satu, 

melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun 

mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Maka dari itu 

pasangan suami istri seharunya saling memahami dan 

menghormati jangan sampai diantara salah satu dari pasangan 

tersebut merasa menjadi penguasa dan lainnya menjadi babu, 

tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan satunya 

hanya menumpang saja. 

Pengertian  tentang hak dan kewajiban ini menjadi 

sangat pentin dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji 

lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan 

dalam perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, 

akan melahirkan hak dan kewajibantentang harta. Bahkan 

kemudian akan ada kemungkinan lahirnya permasalahan 

pembagian harta kekayaan bila ikatan perkawinan terputus 

baik disebakan perceraian maupun kematian. 
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A. Pengertian Hadhanah 

Hadhanah  berasal dari kata حَضْناً     - يَحْضُنُ   -  -Hadhana) حَضَنَ  

Yahdhunu-Hadhnan) yang berarti الجنب (lambung, rusuk) erat atau 

dekat, jadi hadhanah ialah Seperti kalimat “hadhanah ath-thaairu 

baidhahu”, burung itu mengempit telur di bawah sayapnya, 
begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya 

(Sayyid Sabiq, 2007: 237). Abdul Rahman Ghazaly (2013) 

mengatakan bahwa pemeliharaan anak dalam bahasa Arab 

disebut dengan istilah “hadhanah”. Dengan kata lain, hadhanah 
adalah mengasuh dan mendidik anak kecil yang belum mampu 

menjalani kehidupannya secara mandiri. 

Mayoritas Ulama Fiqh mendefinisikan kata al-hadhanah 

adalah menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus 

urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang 

merusak atau membahayakannya. Al-Hadhanah tidak berlaku pada 

orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih 

tinggal dengan siapa saja di antara kedua orang tuanya yang ia 

sukai. Apabila seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri 

karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi 

agama  menyuruhnya tetap berbakti dan berbuat baik kepada 

mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri 

dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk 

menghindari kecemaran keluarganya (Anshori Umar Sitanggal, 

1986: 450). 
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A. Pendahuluan 

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

adalah pernikahan yaitu akad yang kuat (mitsaqan galizan) untuk 

menta’ati perintah Allah yang bertujuan ibadah untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah 

wa rahmah. (Indonesia, 2011). Tujuan perkawinan ini sejalan 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni 

membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. (Ditbinbapera Dirbinbaga Islam Depag RI, 

1990). Kedua tujuan ini sangat berbeda dengan hukum Barat dan 

Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek) bahwa 

perkawinan hanya merupakan persetujuan perikatan. 

(R.Subekti, 1992). 

Dengan demikian akad perkawinan dalam Islam lebih 

kuat dari pada hukum perdata, yakni terkait dengan keyakinan 

dan keimanan kepada Allah SWT dan bernilai ibadah, 

sedangkan dalam hukum perdata hanya sebagai perikatan atau 

kontrak yang memiliki konsekuensi lepas atau bercerai. 

(Tarigan, 2004) 

Meskipun berbeda tujuan perkawinan dalam Kompilasi 

Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 atau Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk 

Wetboek), namun semua aturan itu menghendaki terbentuknya 

sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, di sisi lain masih 
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A. Pendahuluan 

Rujuk ialah upaya buat berkumpul kembali sesudah 

terbentuknya perceraian, para ulama setuju kalau rujuk itu 

diperbolehkan dalam islam. upaya rujuk ini diberikan selaku 

alternatif terakhir guna mengikat kembali ikatan lahir batin yang 

sudah putus. Rujuk bisa menghalalkan ikatan kelamin antara 

pria dengan wanita sebagaimana dalam pernikahan, tetapi 

antara keduanya ada perbandingan yang prinsip dalam rukun 

yang dituntut buat sahnya kedua wujud lembaga tersebut. 

Ulama setuju kalau rujuk tidak membutuhkan wali buat 

mengakadkannya, tidak butuh dihadiri oleh kedua orang saksi 

serta tidak butuh mahar. Dengan demikian penerapan rujuk 

lebih simpel dibanding dengan pernikahan( Syarifuddin, 2006) 

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya 

suami untuk rujuk pada istrinya sehingga bersetatus sebagai 

suami lagi, baik secara fiqh atapun HKI ? 

 

B. Pengertian Rujuk 

Rujuk secara etimologi berasal dari bahasa arab   ُرَجَعَ يَرْجِع
 .yang berarti kembali (Mahmud Yunus, 1990, p. 835) رُجُوْعًا

Sedangkan Rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli 

sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin ialah kembali ke 

dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba’in, 
selama dalam masa iddah (Amir Syarifuddin, 2006, p.337). 

PERATURAN HUKUM YANG 

BERKAITAN DENGAN RUJUK 
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